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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. Landasan Teori 

 

2.1.1. StakeHolder Theory 

 

Stakeholder Theory memberikan penjelasan dimana arah dari pemilik 

usaha bukan semata-mata dipatok agar memaksimalkan tingkat sejahtera dari 

pemilik saham, melainkan juga agar memenuhi hajat kelompok lain dimana kena 

dampak akibat dari kegiatan pemilik usaha, termasuk pekerja, yang 

menggunakan, pemerintah, warga, serta lingkungan (Freeman, 1984). Melalui 

sudut pandang tersebut, kesuksesan serta bertahap jalannya pemilik usaha 

ditentukan melalui kemampuan diri pada menjaga hubungan yang selaras 

terhadap seluruh pemangku kepentingan, agar bantuan yang disalurkan dapat 

menyokong kelangsungan dari upaya pemilik usaha. 

Berlandaskan Stakeholder Theory, pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) bermakna suatu rupa kewajiban bagi pemilik usaha terhadap 

beraneka ragam pihak dimana mempunyai kepentingan. Pada konteks pengkajian 

tersebut, CSR menjadi alat bagi pemilik usaha agar memperlihatkan perhatian 

terhadap bidang kemasyarakatan serta lingkungan pula memenuhi harapan dari 

stakeholder. Keterangan CSR dimana terlaksana secara terus menerus mampu 

meningkatkan level memiliki rasa percaya stakeholder, menguatkan keabsahan 

sosial, serta mendirikan reputasi pemilik usaha dimana baik. Melalui begitu, 

penerapan CSR diyakini dapat memberikan sumbangan terhadap kenaikan nilai 

bagi pemilik usaha. 
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Selain bertindak menjadi kewajiban bagi pemilik usaha, pungutan wajib 

pula bermakna bentuk sumbangan dimana diserahkan kepada negara sebagai 

sebuah suatu pemangku kepentingan utama. Maka dari itu, kebiasaan tax 

avoidance dimana dilaksanakan secara berlebihan sangat sering dipandang tidak 

cocok terhadap kaidah tanggung jawab sosial pemilik usaha. Pemilik usaha 

dimana mempunyai janji kuat terhadap pelaksanaan CSR secara umum cenderung 

lebih teliti pada memakai langkah penghindaran pajak sebab kebiasaan tersebut 

berpeluang melahirkan tanggapan buruk serta menekan tingkat memiliki rasa 

percaya para stakeholder. Melalui begitu, Stakeholder Theory dapat dimanfaatkan 

agar menerangkan keterikatan antara CSR, tax avoidance, serta firm value. 

Melalui sudut pandang tersebut, level janji pemilik usaha terhadap CSR mampu 

memengaruhi kecondongan diri pada melaksanakan tax avoidance, dimana 

selanjutnya memberi dampak kepada total nilai pemilik usaha. 

2.1.2. Legitimacy Theory 

  

Berlandaskan Legitimacy Theory, kelangsungan cara kerja pemilik usaha 

sangat dipengaruhi melalui level diterimanya oleh warga terhadap program 

dimana dijalankannya. Teori tersebut berpikiran bahwa pemilik usaha memiliki 

perjanjian sosial terhadap warga, agar setiap langkah serta aturan yang diambil 

wajib cocok terhadap patokan serta nilai yang berlaku pada lingkungan sosial 

(Suchman, 1995). Jika pemilik usaha sanggup menuntaskan harapan warga, maka 

keabsahan sosial bakal semakin gampang diraih serta keberlanjutan upaya dapat 

terjaga. 

Pada pengkajian tersebut, Legitimacy Theory sesuai agar menerangkan 

tingkah laku pemilik usaha besar pada menjalankan CSR serta langkah 

perpajakan. Pemilik usaha terhadap ukuran besar cenderung menjadi pusat 
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perhatian khalayak serta pengatur aturan, agar lebih gampang kena desakan sosial 

jika ikut pada kebiasaan yang dipandang bukan etis, seperti tax avoidance yang 

garang. Maka dari itu, pemilik usaha besar cenderung memanfaatkan CSR sebagai 

alat agar menjaga keabsahan sosial pula menekan bahaya reputasi. 

Melalui sudut pandang keabsahan, tax avoidance bertindak sebagai 

indikator mediasi dimana menghubungkan CSR serta firm size terhadap firm 

value. Pemilik usaha dimana sanggup menjaga keabsahan sosialnya melalui 

kebiasaan CSR yang baik serta langkah pajak yang wajar bakal meraih memiliki 

rasa percaya tempat jual beli yang lebih tinggi, agar memberi dampak baik 

terhadap nilai pemilik usaha. Sebaliknya, hilangnya keabsahan akibat kebiasaan 

pajak yang garang dapat menurunkan nilai pemilik usaha. 

2.1.3. Signaling Theory 

 

Teori signaling menyebutkan bahwa pemilik usaha dapat menyerahkan 

tanda kepada pemangku kepentingan terkait dari kegiatan mereka dimana 

dipandang berbeda dari kegiatan pemilik usaha lain (Spence, 2011). Teori tersebut 

memperlihatkan bahwa pemilik usaha mengoperkan tanda mengenai kegiatan 

dimana dilaksanakan melalui beraneka ragam rupa pemberitahuan sukarela. Pada 

konteks keberlanjutan, pemilik usaha dapat menyerahkan tanda bahwa hasil kerja 

mereka memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan melalui 

pemberitahuan keberlanjutan. Pemberitahuan tersebut dapat menjadi tanda bagi 

pemangku kepentingan bahwa pemilik usaha telah melakukan pemberitahuan 

melalui sukarela serta bukan ikut pada kegiatan yang merugikan tingkat sejahtera 

masyarakat (Hardeck & Herti, 2014). 
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Teori tersebut menyebutkan bahwa pemilik usaha dimana ikut pada 

Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki tingkat untung tinggi, atau 

berukuran besar dapat menyerahkan tanda baik kepada tempat jual beli. Tanda-

tanda tersebut dapat membentuk tanggapan yang baik di kalangan penanam modal 

serta yang membeli terkait dari peluang pemilik usaha. 

Jika pemilik usaha melaksanakan penghindaran pajak (tax avoidance) 

secara bijak, hal tersebut dapat dipandang sebagai tanda bahwa pengelola pemilik 

usaha sanggup meningkatkan tingkat untung serta nilai pemilik usaha, seraya 

tetap menaati aturan perpajakan yang berlaku. 

2.1.4. Corporate Social Responsibility ( CSR ) 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) bermakna pemikiran yang 

menyatukan dunia keuangan, norma, serta harapan warga kepada sebuah 

organisasi atau pemilik usaha (Carroll, 1991). Berlandaskan batasan ISO 2600, 

CSR bermakna penetapan keputusan yang terbuka serta sesuai norma terkait dari 

dampak sosial serta lingkungan dimana timbul bagi kegiatan pemilik usaha 

(Dakhli, 2021). 

CSR saat ini telah menjadi kebiasaan umum pada dunia usaha perbisnisan, 

sangat sering terpusat kepada perlindungan lingkungan, kenaikan keberagaman, 

serta tingkat sejahtera pekerja (Hao & Renneboog, 2020). Kebiasaan CSR pula 

sangat sering terikat terhadap pemikiran ESG (Environmental, Social, and 

Governance), dimana melibatkan unsur dunia keuangan, sosial, serta tata kelola 

pada penetapan keputusan pemilik usaha. 

Unsur dunia keuangan ESG melingkupi perhitungan dampak kegiatan 

pemilik usaha terhadap lingkungan, seperti buangan gas rumah kaca, pemakaian 
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tenaga, pencemaran, serta rancangan buatan ramah lingkungan. Ukuran sosial 

ESG melingkupi hubungan pemilik usaha terhadap pekerja, yang membeli, serta 

warga, termasuk tindakan pemilik usaha pada menjaga kesetiaan pekerja, 

kelayakan lingkungan kerja, jenjang sehatnya seseorang serta keselamatan 

pekerja, serta tingkat rasa puas yang membeli terhadap buatan yang memiliki 

kelayakan serta aman (Hao & Renneboog, 2020). Sementara itu, ukuran tata 

kelola ESG melibatkan keberagaman suku pada jajaran direksi, cegah kebiasaan 

terlarang serta bukan etis, pula perlindungan hak pemegang saham (Lanis, 

Richardson, & McClure,2019). 

Kebiasaan CSR memperlihatkan bahwa pemilik usaha yang bertanggung 

jawab secara sosial cenderung terbuka, punya integritas, serta memiliki reputasi 

yang baik. Masa lalu, hasil kerja pemilik usaha diukur melalui alat ukur memiliki 

duit seperti nilai kekayaan serta porsi tempat jual beli (Iqbal, Ahmad, & Halim, 

2020). Namun, saat ini, terlaksana perubahan menuju hasil kerja yang pula 

mempertimbangkan bidang sosial serta lingkungan. 

Pada pengkajian tersebut, Corporate Social Responsibility (CSR) dihitung 

memanfaatkan CSR Disclosure Index berlandaskan petunjuk Global Reporting 

Initiative (GRI). Perhitungan dilaksanakan melalui cara content analysis kepada 

Sustainability Report dan/atau pemberitahuan tahunan pemilik usaha. 

 𝐶𝑆𝑅𝐼 =  
Σ𝑋𝑖𝑗

𝑁
 

2.1.5. Profitability 

 

Tingkat untung bermakna kebolehan pemilik usaha pada menghasilkan 

keuntungan sekaligus mencerminkan level ketercapaian operasional pula 

kehematan pemakaian kekayaan yang dipunyai pemilik usaha (Chen, 2004). 
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Level tingkat untung yang diraih dapat memperlihatkan sejauh mana pemilik 

usaha sanggup mengurus daya yang ada agar membuat keuntungan. Berlandaskan 

Petronila serta Mukhlasin (2003), tingkat untung pula dapat dimanfaatkan sebagai 

faktor kesuksesan pengelola pada mengurus serta mengendalikan kegiatan 

pemilik usaha. Perhitungan tingkat untung umumnya dilaksanakan melalui 

beberapa faktor, seperti keuntungan operasional, keuntungan bersih, level 

kembalian atas penanaman modal atau kekayaan (return on investment/return on 

assets), pula level kembalian atas modal pribadi (return on equity). 

Berlandaskan Ang (1997), level tingkat untung mencerminkan kesuksesan 

pemilik usaha pada meraih keuntungan melalui kegiatan upayanya. Kebolehan 

menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional menjadi pusat fokus utama 

pada menilai pencapaian hasil kerja pemilik usaha. Keuntungan yang diraih bukan 

hanya memperlihatkan ketercapaian pengurusan pemilik usaha, namun pula 

menggambarkan kebolehan pemilik usaha pada menuntaskan harapan para 

pemegang saham. Selain tersebut, keuntungan bermakna sebuah suatu unsur 

penting yang ditimbang pada pembentukan nilai pemilik usaha, sebab mampu 

memengaruhi tanggapan penanam modal kepada peluang pemilik usaha pada 

masa depan. 

Level ketercapaian pemilik usaha pada membuat keuntungan umumnya 

dinilai melalui pembanding tingkat untung, yakni melalui membandingkan 

keuntungan yang diraih kepada kekayaan yang dipunyai. Riyanto (1999) 

menyebutkan bahwa penguraian tingkat untung bertujuan agar menilai kebolehan 

pemilik usaha pada memanfaatkan seluruh daya yang dipunyai demi 

menghasilkan keuntungan pada jangka waktu tertentu. Perhitungan tingkat untung 

dapat dilaksanakan memanfaatkan beberapa pembanding, seperti Margin 
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Keuntungan Kotor, Margin Keuntungan Bersih, ROI, ROE, serta earning power 

(Brigham & Houston, 2001). ROI memperlihatkan level keuntungan setelah 

pemotongan yang dihasilkan dari jumlah kekayaan pemilik usaha, sedangkan 

ROE dimanfaatkan agar menghitung level kembalian modal yang diterima 

pemegang saham. Sementara tersebut, earning power menggambarkan kebolehan 

pemilik usaha pada menghasilkan keuntungan melalui pemakaian kekayaan yang 

dipunyai. Sebuah suatu pembanding yang pula banyak dimanfaatkan bermakna 

ROA, dimana diraih melalui membandingkan keuntungan sebelum bunga serta 

pajak terhadap jumlah kekayaan pemilik usaha agar menilai kehematan 

pemanfaatan kekayaan pada menghasilkan keuntungan. 

Pada pengkajian tersebut Profitability dihitung memanfaatkan ROA melalui 

ketetapan sebagai berikut : ROA = (Total Net Income)/(Total Asset). 

 
2.1.6. Firm Size 

 

Besaran pemilik usaha pada umumnya dapat dihitung melalui beberapa 

faktor, seperti jumlah kekayaan, bentuk logaritma jumlah kekayaan, level jualan, 

maupun nilai pasar. Besarnya ukuran pemilik usaha sangat sering dihubungkan 

terhadap kebolehan pemilik usaha pada menghadapi beraneka ragam bahaya 

usaha perbisnisan. Pemilik usaha dimana berukuran besar cenderung memiliki 

level bahaya yang lebih rendah jika dibandingkan pemilik usaha yang lebih kecil 

sebab memiliki kebolehan yang lebih baik pada mengendalikan keadaan tempat 

jual beli serta menghadapi gejolak persaingan dunia keuangan. Selain tersebut, 

pemilik usaha besar umumnya didukung bagi daya yang lebih cukup pula jalan 

yang lebih lapang kepada berita dari pihak luar. Keadaan tersebut memberikan 

peluang yang lebih besar bagi pemilik usaha agar meningkatkan hasil kerja serta 

membuat nilai pemilik usaha yang lebih tinggi jika dibandingkan pemilik usaha 
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berskala kecil (Yunita, 2010). 

Pada posisi lain, besaran pemilik usaha pula menjadi sebuah suatu unsur 

yang memengaruhi level memiliki rasa percaya penanam modal. Pemilik usaha 

dimana memiliki skala lebih besar umumnya lebih dikenal bagi warga serta 

memiliki level keterbukaan berita yang lebih tinggi, agar penanam modal lebih 

gampang meraih berita yang dibutuhkan pada langkah penetapan keputusan 

penanaman modal. Gampangnya jalan berita tersebut dapat meningkatkan 

memiliki rasa percaya penanam modal serta pada akhirnya menyerahkan nilai 

tambah bagi pemegang saham. Selain tersebut, pemilik usaha terhadap jumlah 

kekayaan yang besar sangat sering dipandang memiliki keadaan memiliki duit 

yang lebih kuat serta peluang upaya yang lebih menjanjikan, agar sanggup 

memancing keinginan penanam modal agar menanamkan modalnya. Maka dari 

tersebut, besaran pemilik usaha yang tergambar dari jumlah kekayaan pula dapat 

memperlihatkan daya tampung pemilik usaha pada mendukung kegiatan 

operasional pula membuat nilai pemilik usaha yang lebih tinggi. 

Pemilik usaha dimana memiliki jumlah kekayaan pada besaran tinggi 

umumnya telah berada terhadap masa matang (maturity stage) pada putaran usaha 

perbisnisannya. Keadaan tersebut ditandai melalui kebolehan pemilik usaha 

menghasilkan arus kas yang baik melalui terus menerus pula memiliki peluang 

pertumbuhan yang baik pada rentang panjang. Selain tersebut, besarnya kekayaan 

yang dipunyai mencerminkan level ketetapan pemilik usaha yang lebih tinggi 

serta kebolehan yang lebih baik pada menghasilkan keuntungan jika dibandingkan 

pemilik usaha yang memiliki kekayaan agak kecil. Melalui begitu, pemilik usaha 

berskala besar sangat sering dipandang lebih kuat pada menghadapi beraneka 

ragam bahaya usaha perbisnisan serta ketidakpastian dunia keuangan. 
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Berlandaskan keterangan tersebut, kian besar besaran pemilik usaha, kian 

luas pula berita yang ada bagi penanam modal agar dimanfaatkan sebagai dasar 

pada penetapan keputusan penanaman modal terkait dari saham pemilik usaha 

(Siregar & Utama, 2005). Adanya berita yang lebih banyak dapat menekan 

ketidakpastian serta meningkatkan memiliki rasa percaya penanam modal kepada 

pemilik usaha. Pada pengkajian tersebut, besaran pemilik usaha (firm size) 

dihitung memanfaatkan pengganti natural logarithm dari jumlah kekayaan atau ln 

(Total Asset). 

2.1.7. Firm Value 

 

Firm value bermakna sebuah suatu faktor amat penting bagi sebuah 

pemilik usaha. Hal tersebut menjadi sasaran utama jangka panjang bagi pemilik 

usaha, dimana mendorong mereka agar terus menaikkannya. Firm value 

menggambarkan bagaimana penanam modal menilai hasil kerja pemilik usaha 

pula peluang pertumbuhannya pada masa yang bakal datang. Kian baik tanggapan 

penanam modal kepada kebolehan pemilik usaha pada membuat keuntungan serta 

mempertahankan kelangsungan upayanya, kian tinggi pula nilai pemilik usaha 

yang terbentuk pada tempat jual beli. (Sujoko & Soebiantoro, 2007). 

Bagi yang memiliki saham, pemikiran terkait dari firm value bermakna 

mempunyai fungsi yang amat krusial sebab sanggup menyajikan gambaran terkait 

dari keadaan, kerja, serta prospek pemilik usaha. Data tersebut menjadi sebuah 

suatu pijakan pada pemetikan simpulan menanam modal terkait dari kepemilikan 

saham pemilik usaha. Kian melambung angka pemilik usaha, kian luas pula 

besaran tingkat rasa percaya penanam modal, hingga peluang agar menarik 

imbuhan menanam modal dari yang memiliki saham menjadi bertambah 



22 

 

melambung. 

Dalam pengkajian memiliki duit, angka pemilik usaha (firm value) 

lazimnya diukur memanfaatkan prosedur Tobin's Q. Selain tersebut, penafsiran 

terhadap pemilik usaha pula dapat diamati melalui tiga perantara angka saham, 

yakni angka buku (book value) dimana merefleksikan angka lampau pemilik 

usaha, angka tempat jual beli (market value) dimana memperlihatkan total saham 

berlandaskan tata kerja tempat jual beli, pula angka intrinsik (intrinsic value) 

dimana melukiskan angka sebenarnya pemilik usaha berlandaskan kerja serta 

prospek dimana dipunyai. 

Dalam zaman kekinian, pemilik usaha dihadapkan terhadap tuntutan 

dimana terus meluasnya. Bagi sebab tersebut, kepemimpinan dimana manjur 

amatlah krusial agar mengarahkan pemilik usaha menuju pemajuan firm value. 

Pengarah wajib sanggup mencocokkan taktik serta aturan pemilik usaha dengan 

keadaan tempat jual beli serta perlombaan dimana ada agar memastikan 

pertambahan angka pemilik usaha (Chen, Hu, & Wang, 2014). 

Proksi yang digunakan untuk mengukur Firm Value dalam penelitian ini 

menggunakan Rasio Tobin’s Q : 
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 
  

2.1.8 Tax Avoidance 

 

Tax avoidance, atau pengelakan pemungutan wajib, mengarah kepada 

upaya pemilik usaha agar menurunkan besaran pemungutan wajib pemasukan 

dimana disetor terhadap otoritas dengan memanfaatkan celah atau 

ketidaksempurnaan pada batasan perpajakan dimana berlaku (Jarboui, Kachori 

Ben Saad, & Riguen, 2020). Kegiatan tersebut dapat terlaksana melalui aneka 

taktik rancangan pemungutan wajib, elok dimana masih berada pada lorong 
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aturan maupun dimana berewat batas (Napitupulu, Situngkir, & Edelia, 2019). 

Kegiatan tax avoidance kerap difungsikan sebagai sebuah suatu faktor 

pada menakar kelayakan pemeliharaan memiliki duit serta pencatatan memiliki 

duit pemilik usaha. Dari seperangkat sudut, kegiatan tersebut dapat merefleksikan 

kesanggupan pemilik usaha pada melaksanakan rancangan pemungutan wajib 

secara manjur hingga tercapai kehematan tanggungan pemungutan wajib dimana 

pas dengan patokan dimana berlaku. Namun, dari sudut berlainan, tax avoidance 

pula dapat dipandang sebagai perbuatan dimana berewat batas serta memiliki 

potensi memicu bahaya moral maupun bahaya nama baik bagi pemilik usaha 

sekiranya bukan terlaksana secara berhati-hati (Hardeck & Hertl, 2014). Selain 

tersebut, kegiatan pengelakan pemungutan wajib dimana terlaksana pada 

tingkatan raksasa dapat menyusutkan pemberian pemilik usaha kepada 

pemasukan negeri. Keadaan tersebut memiliki potensi memengaruhi ketersediaan 

simpanan otoritas agar membiayai aneka program kemasyarakatan serta 

memajukan jenjang sehatnya seseorang publik (Jensen, 2001; Jarboui et al., 

2020). 

Kendati kegiatan tax avoidance memiliki potensi memajukan pertambahan 

pendapatan pemilik usaha serta angka bagi yang memiliki saham melalui 

pemotongan tanggungan pemungutan wajib, pemilik usaha tetap perlu 

memikirkan perimbatan moral, bahaya batasan, pula efek nama baik dimana boleh 

jadi muncul akibat taktik pemungutan wajib dimana terlampau amat berewat batas 

(Bird & DavisNozemack, 2018). 
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Dalam pengkajian tersebut, tax avoidance diukur memanfaatkan perantara 

Tax Avoidance = (Effective Tax Rate) (ETR) / (Cash Effective Tax Rate) 

(CETR) 

Dalam pengkajian tersebut, besaran pengelakan pemungutan wajib 

terdeteksi melalui pertimbangan antara tarif pemungutan wajib manjur pemilik 

usaha, dimana diukur memanfaatkan Effective Tax Rate (ETR) maupun Cash 

Effective Tax Rate (Cash ETR) dengan tarif pemungutan wajib undang-undang 

dimana berlaku pada Indonesia, yakni berukuran 22%. Pemilik usaha 

dikelompokkan mempunyai tanda-tanda melaksanakan kegiatan pengelakan 

pemungutan wajib sekiranya angka ETR atau Cash ETR dimana disajikan 

berada pada bawah tarif pemungutan wajib undang-undang tersebut. Selisih 

antara tarif pemungutan wajib undang-undang serta tarif pemungutan wajib 

manjur memanfaatkan sebagai sifat besaran ketajaman pengelakan pemungutan 

wajib, dimana kian luas selisih tersebut, kian melambung besaran keberanian 

taktik pemungutan wajib dimana terlaksana pemilik usaha. Agar memajukan 

ketepatan pengelompokkan, pengkajian tersebut pula menerapkan perantara 

pengelompokkan berlandaskan batas pemisah (threshold), dengan menetapkan 

dimana pemilik usaha dimana mempunyai angka ETR pada bawah 20% 

dikelompokkan sebagai pemilik usaha dengan besaran pengelakan pemungutan 

wajib dimana lumayan melambung, sedangkan pemilik usaha dengan angka 

ETR pada bawah 10% dikelompokkan sebagai melaksanakan pengelakan 

pemungutan wajib melalui berewat batas. Perantara tersebut berpatokan kepada 

acuan terdahulu dimana menyebutkan dimana tarif pemungutan wajib manjur 

dimana lebih rendah merefleksikan ketajaman rancangan pemungutan wajib 
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dimana lebih melambung serta cenderung menandakan kegiatan pengelakan 

pemungutan wajib (Dyreng et al., 2008; Hanlon dan Heitzman, 2010). Dengan 

demikian, aplikasi takaran tersebut diangankan sanggup memberikan gambaran 

dimana lebih cermat serta menyeluruh pada menguraikan kelakuan pengelakan 

pemungutan wajib pemilik usaha. Melalui perhitungan hitungan, CETR & ETR 

dirumuskan diantaranya yakni: 

 

𝐶𝐸𝑇𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠ℎ

𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒−𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔)
  

 

𝐸𝑇𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔)
 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 
Pengkaji Melakukan Terkait Dari Tanggung Jawab Sosial Pemilik Usaha, Kemampuan 

Menghasilkan Keuntungan, Ukuran Pemilik Usaha, Kelayakan Pemilik Usaha Serta 

Penghindaran Pajak 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdaulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1.  Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Firm Value 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

                  bermakna janji pemilik usaha di dalam menjalankan kewajiban 

terhadap aspek dunia keuangan, masyarakat, serta area sekitar agar membentuk 

jalinan yang berlanjut bersama yang mempunyai kepentingan. Berlandaskan 

Konsep Pemangku Kepentingan, pemilik usaha bukan cuma berfokus terhadap 

pemenuhan keperluan pemilik modal, pula tetapi berhak memikirkan kebutuhan 

serta harapan semua lini yang terkena akibat melalui kegiatan pemilik usaha. 

Maka dari itu, penerapan serta keterbukaan CSR dimana dilaksanakan melalui 

konsisten sanggup menaikkan memiliki rasa percaya pemangku kepentingan, 

mengokohkan gambaran pula reputasi pemilik usaha, serta menggaet bantuan 

masyarakat melalui warga. Keadaan tersebut pada pemungkasnya sanggup 

menyajikan dampak baik kepada kenaikan kelayakan pemilik usaha. 

Selain Konsep Pemangku Kepentingan, jalinan di antara CSR serta 

kelayakan pemilik usaha pula sanggup diterangkan melalui Konsep Keabsahan. 

Ajaran tersebut menguraikan bahwasanya pemilik usaha berupaya meraih pula 

mempertahankan keabsahan melalui warga bersama menjalankan kegiatan dimana 

seirama bersama patokan, kelayakan, serta harapan masyarakat dimana berlaku. 

Pada bentangan tersebut, penerapan CSR menjadi sebuah suatu wujud janji 

pemilik usaha di dalam memperlihatkan perhatian terhadap aspek masyarakat 

serta area sekitar. Melalui kegiatan CSR, pemilik usaha sanggup mendirikan 

jalinan dimana makin baik bersama warga sehingga keberadaannya meraih 

penerimaan serta bantuan dimana semakin meluasnya. Keabsahan masyarakat 

dimana kokoh sanggup menaikkan reputasi serta gambaran pemilik usaha, dimana 

selanjutnya mendesain pandangan baik penanam modal. Pada pemungkasnya, 
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keadaan tersebut berpeluang memicu kenaikan kelayakan pemilik usaha 

(kelayakan pemilik usaha). 

Jalinan di antara Tanggung Jawab Sosial Pemilik Usaha (CSR) serta 

kelayakan pemilik usaha pula sanggup diterangkan melalui Konsep Penandaan. 

Dalam pandangan ajaran tersebut, keterbukaan kegiatan CSR menjadi penanda 

baik dimana disampaikan pemilik usaha terhadap penanam modal terkait dari 

kelayakan tata kelola pemilik usaha, prospek usaha perbisnisan pada masa 

mendatang, pula janji pemilik usaha terhadap asas keberlanjutan. Keterangan 

tersebut sanggup membantu memotong ketimpangan keterangan di antara 

pengelola serta penanam modal, agar penanam modal mempunyai pemahaman 

dimana semakin baik terkait dari kondisi pemilik usaha. Kenaikan memiliki rasa 

percaya penanam modal terhadap pemilik usaha bakalan memicu keinginan 

penanaman modal dimana semakin besar, dimana berikutnya sanggup berdampak 

terhadap lonjakan total saham serta kenaikan kelayakan pemilik usaha (kelayakan 

pemilik usaha). 

Melalui nyata, akibat baik Tanggung Jawab Sosial Pemilik Usaha (CSR) 

kepada kelayakan pemilik usaha (kelayakan pemilik usaha) telah terbukti di dalam 

bermacam pengkaji terdahulu. Rahmantari dkk. (2019), Sugianto dkk. (2021), 

Machmuddah serta Sari (2020), pula Yanti (2022) mendapati bahwasanya pemilik 

usaha dimana mempunyai tingkat keterbukaan CSR dimana semakin tinggi 

cenderung meraih kelayakan pemilik usaha dimana semakin baik. Penemuan 

tersebut memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan CSR sanggup mendesain 

reputasi pemilik usaha dimana baik, menaikkan memiliki rasa percaya penanam 

modal, pula mendesain keunggulan bersaing dimana sanggup menyokong 

kenaikan kelayakan pemilik usaha. Berlandaskan dasar teoretis serta bukti nyata 
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dimana telah dijabarkan, dugaan sementara dimana disodorkan di dalam pengkaji 

tersebut bermakna: 

H1: CSR berdampak baik Pada Firm Value. 

2.3.2. Pengaruh Profitability terhadap Firm Value 

 

Kemampuan menghasilkan keuntungan menggambarkan kesanggupan 

pemilik usaha di dalam mencetak keutungan melalui penggunaan daya simpan 

dimana dimiliki melalui pas. Tingkat kemampuan menghasilkan keuntungan 

dimana tinggi memperlihatkan kesuksesan pengelola di dalam mengurus modal 

pemilik usaha melalui berdaya guna serta hemat agar meraih keutungan dimana 

maksimal. Maka dari itu, kemampuan menghasilkan keuntungan kerap dijadikan 

menjadi sebuah suatu faktor utama dimana memanfaatkan penanam modal di 

dalam menilai performa pemilik usaha pula prospek penumbuhannya pada masa 

mendatang. 

Jalinan di antara kemampuan menghasilkan keuntungan serta kelayakan 

pemilik usaha sanggup diterangkan melalui Konsep Penandaan. Ajaran tersebut 

menerangkan bahwasanya pemilik usaha sanggup menyampaikan keterangan 

terhadap penanam modal melalui bermacam faktor performa, sebuah suatunya 

tingkat keutungan dimana dicetak. Kemampuan menghasilkan keuntungan dimana 

tinggi dinilai menjadi penanda baik sebab menggambarkan kondisi memiliki duit 

dimana fit, kesanggupan pemilik usaha di dalam mencetak keutungan, pula 

prospek upaya dimana menjanjikan. Penanda baik tersebut sanggup menaikkan 

memiliki rasa percaya penanam modal agar menanam modal, agar memicu 

lonjakan total saham serta pada pemungkasnya menaikkan kelayakan pemilik 

usaha (kelayakan pemilik usaha). 
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Pula dari itu, Konsep Pemangku Kepentingan menguraikan bahwasanya 

pemilik usaha dimana sanggup mencetak keutungan melalui konsisten bakalan 

semakin gampang memenuhi keperluan bermacam pihak dimana mempunyai 

kepentingan, layaknya pemilik modal, pemberi utang, tenaga kerja, maupun 

warga. Kesanggupan di dalam mencetak keutungan memperlihatkan bahwasanya 

pemilik usaha mempunyai daya agar mempertahankan kelangsungan upayanya 

sekaligus memberikan faedah dunia keuangan bagi pihak-pihak dimana 

mempunyai kepentingan. Keadaan tersebut sanggup menaikkan reputasi pemilik 

usaha serta mengokohkan memiliki rasa percaya pemangku kepentingan, dimana 

berikutnya menyumbang kepada kenaikan kelayakan pemilik usaha. 

Melalui pandangan Konsep Keabsahan, kemampuan menghasilkan 

keuntungan dimana tinggi menggambarkan kesuksesan pemilik usaha di dalam 

menjalankan kegiatan operasional seimbang bersama harapan pemilik modal serta 

warga. Performa memiliki duit dimana baik sanggup mengokohkan keabsahan 

pemilik usaha sebab memperlihatkan kesanggupannya di dalam mencetak 

kelayakan dunia keuangan melalui berlanjut. Bersama demikian, pemilik usaha 

dimana mempunyai tingkat kemampuan menghasilkan keuntungan tinggi 

cenderung meraih tanggapan baik melalui tempat jual beli serta penanam modal, 

agar berpeluang menaikkan kelayakan pemilik usaha. 

Penemuan nyata pula menyokong adanya jalinan baik di antara 

kemampuan menghasilkan keuntungan serta kelayakan pemilik usaha. Pengkaji 

dimana dilaksanakan bagi Zuhroh (2019) mendapati bahwasanya kemampuan 

menghasilkan keuntungan berdampak baik serta nyata kepada kelayakan pemilik 

usaha. Jawaban serupa pula dilaporkan bagi Margono serta Gantino (2021), 
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dimana memperlihatkan bahwasanya kemampuan menghasilkan keuntungan 

bermakna sebuah suatu faktor penting dimana menyumbang kepada kenaikan 

kelayakan pemilik usaha. Penemuan tersebut memberi penanda bahwasanya 

kesanggupan pemilik usaha di dalam mencetak keutungan menjadi pikiran utama 

bagi penanam modal di dalam menilai performa serta prospek pemilik usaha. 

Berlandaskan dasar teoretis serta jawaban pengkaji terdahulu tersebut, dugaan 

sementara dimana disodorkan di dalam pengkaji tersebut bermakna diantaranya 

yakni: 

H2: Profitability berdampak baik kepada Firm Value. 

2.3.3. Pengaruh Firm Size terhadap Firm Value 

 

Besaran pemilik usaha (ukuran pemilik usaha) menggambarkan tingkatan 

suatu pemilik usaha dimana umumnya diukur berlandaskan jumlah modal, jumlah 

jualan, atau kapitalisasi tempat jual beli. Pemilik usaha dimana berukuran besar 

biasanya mempunyai cakupan operasional dimana semakin meluasnya, daya 

simpan dimana semakin cukup, pula kemudahan di dalam meraih dana melalui 

pihak luar. Kelebihan tersebut memungkinan pemilik usaha agar mengurus 

ancaman usaha perbisnisan melalui semakin berdaya guna serta menjaga 

kemantapan operasional, dimana pada pemungkasnya sanggup memberikan 

sumbangan kepada kenaikan kelayakan pemilik usaha. Husna serta Satria (2019) 

menguraikan bahwasanya pemilik usaha bersama ukuran dimana semakin besar 

cenderung mempunyai kelayakan pemilik usaha dimana semakin tinggi. Keadaan 

tersebut disokong bagi kepemilikan modal dimana besar serta daya operasional 

dimana semakin meluasnya, agar pemilik usaha mempunyai kesanggupan dimana 

semakin baik di dalam mencetak pemasukan serta keutungan melalui mantap. 
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Melalui pandangan penanam modal, pemilik usaha berskala besar kerap 

dipandang semakin mampu bertahan pada masa panjang serta mempunyai tingkat 

ancaman dimana relatif semakin rendah, agar semakin menarik menjadi tujuan 

penanaman modal serta berpeluang menaikkan kelayakan pemilik usaha. 

Kendati demikian, jawaban pengkaji terkait dari jalinan di antara ukuran 

pemilik usaha serta kelayakan pemilik usaha masih memperlihatkan penemuan 

dimana bervariasi. Sejumlah pengkaji melaporkan bahwasanya ukuran pemilik 

usaha bukan mempunyai akibat dimana nyata kepada kelayakan pemilik usaha. 

Menjadi panutan, Goka dkk. (2018) mendapati bahwasanya ukuran pemilik usaha 

bukan memengaruhi kelayakan pemilik usaha dimana diukur memanfaatkan Price 

to Book Value (PBV). Pada sisi lain, Hirdinis (2019) mendapati bahwasanya 

ukuran pemilik usaha malah memberikan akibat buruk kepada kelayakan pemilik 

usaha. Penemuan tersebut sanggup disebabkan bagi bermacam faktor, layaknya 

meningkatnya kerumitan wadah, hadirnya ketidakhematan operasional, pula 

tingginya beban perantara dimana kerap dihadapi bagi pemilik usaha berskala 

besar. Perbedaan jawaban pengkaji tersebut memperlihatkan bahwasanya akibat 

ukuran pemilik usaha kepada kelayakan pemilik usaha belum memiliki sifat 

menyeluruh serta kemungkinan dipengaruhi bagi faktor-faktor tertentu, layaknya 

ciri khas lapangan, susunan pendanaan, maupun kesanggupan pengelola di dalam 

mengurus daya simpan dimana dimiliki pemilik usaha. Maka dari itu, pengkaji 

meluasnya masih dibutuhkan agar menguji kembali jalinan di antara ukuran 

pemilik usaha serta kelayakan pemilik usaha, utamanya terhadap pemilik usaha 

pabrikasi dimana tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Berlandaskan dasar ajaran 

serta jawaban pengkaji terdahulu dimana telah dipaparkan, dugaan sementara 

dimana disodorkan di dalam pengkaji tersebut bermakna: 
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H3: Firm Size berpengaruh terhadap Firm Value. 

2.3.4. Pengaruh Mediasi Tax Avoidance Terhadap Corporate Social 

Responsibility dengan Firm Value 

Tanggung Jawab Sosial Pemilik Usaha (CSR) bermakna bentuk janji 

pemilik usaha di dalam memenuhi kewajiban dunia keuangan, masyarakat, serta 

area sekitar terhadap para pemangku kepentingan. Berlandaskan Konsep 

Pemangku Kepentingan, pemilik usaha dimana menjalankan CSR melalui 

konsisten berupaya menjaga jalinan dimana selaras bersama seluruh pemangku 

kepentingan, terhitung penguasa menjadi penerima faedah pajak. Maka dari itu, 

pemilik usaha dimana mempunyai tingkat CSR tinggi cenderung menjauhi 

kebiasaan perpajakan dimana terlampau tajam sebab sanggup memicu 

perselisihan bersama kepentingan pemangku kepentingan serta merusak reputasi 

pemilik usaha. Dalam pandangan Konsep Keabsahan, pemilik usaha berusaha 

meraih serta mempertahankan keabsahan melalui warga melalui kegiatan dimana 

seimbang bersama patokan serta harapan masyarakat. Sebuah suatu bentuk 

keabsahan tersebut tergambar di dalam patuhnya pemilik usaha terhadap 

kewajiban perpajakan. Kendati penghindaran pajak dilaksanakan di dalam batas 

aturan, kebiasaan dimana terlampau tajam sanggup memicu pandangan buruk 

melalui warga serta pengatur sebab dinilai bukan seirama bersama dorongan 

kewajiban masyarakat pemilik usaha. Bersama demikian, pemilik usaha dimana 

mempunyai janji CSR dimana tinggi cenderung semakin waspada di dalam 

menerapkan taktik penghindaran pajak. 

Jalinan tersebut sanggup diterangkan lebih jauh melalui Konsep 

Penandaan. Keterbukaan CSR dimana baik memberikan penanda baik terhadap 

penanam modal bahwasanya pemilik usaha mempunyai kelola tata yang baik, 
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menjunjung tinggi norma usaha perbisnisan, serta berorientasi terhadap 

keberlanjutan masa panjang. Penanda baik tersebut bakalan semakin mengokoh 

bila pemilik usaha bukan melaksanakan kebiasaan penghindaran pajak dimana 

berlebihan. Sebaliknya, kebiasaan penghindaran pajak dimana tajam sanggup 

memotong keterpercayaan keterangan CSR dimana disampaikan pemilik usaha 

serta memicu keraguan penanam modal terhadap kejujuran pengelola. Dalam 

pengkaji tersebut, Penghindaran Pajak bertugas menjadi indikator perantara 

dimana menerangkan alur akibat CSR kepada Kelayakan Pemilik Usaha. Pemilik 

usaha bersama tingkat CSR dimana tinggi cenderung menerapkan haluan 

perpajakan dimana semakin aman serta terbuka, agar mampu menjaga reputasi 

pemilik usaha, menaikkan memiliki rasa percaya penanam modal, pula 

memotong ancaman reputasi maupun ancaman aturan. Keadaan tersebut pada 

pemungkasnya bakalan menaikkan pandangan tempat jual beli kepada pemilik 

usaha serta memicu kenaikan Kelayakan Pemilik Usaha. Bersama kata lain, CSR 

bukan cuma memengaruhi Kelayakan Pemilik Usaha melalui langsung, pula 

tetapi pula memengaruhinya melalui bukan langsung melalui tingkat 

Penghindaran Pajak dimana dilaksanakan pemilik usaha. 

Pengkaji Evertsson (2016) memperlihatkan bahwasanya pemilik usaha 

bersama janji CSR dimana tinggi cenderung menjauhi taktik perpajakan dimana 

tajam. Sementara tersebut, Chen, Hu, serta Wang (2014) menerangkan 

bahwasanya kebiasaan penghindaran pajak dimana berlebihan sanggup 

menurunkan keterbukaan pemilik usaha serta memotong memiliki rasa percaya 

penanam modal, agar berdampak terhadap penurunan kelayakan pemilik usaha. 

Penemuan tersebut memberi penanda bahwasanya Penghindaran Pajak 

mempunyai tugas penting di dalam menerangkan jalinan di antara CSR serta 
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Kelayakan Pemilik Usaha. Berlandaskan penjabaran teoretis serta jawaban 

pengkaji terdahulu tersebut, maka dugaan sementara dimana disodorkan di 

dalam pengkaji tersebut bermakna diantaranya yakni: 

H4: Tax Avoidance memediasi pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Firm Value. 

2.3.5. Pengaruh Mediasi Tax Avoidance Terhadap Profitability dengan 

Firm Value 

Kemampuan menghasilkan keuntungan menggambarkan kesanggupan 

pemilik usaha di dalam mencetak keutungan melalui penggunaan daya simpan 

dimana dimilikinya melalui berdaya guna serta hemat. Tingkat kemampuan 

menghasilkan keuntungan dimana tinggi memperlihatkan bahwasanya pemilik 

usaha mempunyai performa operasional dimana baik serta kesanggupan 

mencetak keuntungan dimana maksimal. Keadaan tersebut menjadi sebuah suatu 

faktor penting dimana memanfaatkan penanam modal di dalam menilai prospek 

pemilik usaha, agar berpeluang menaikkan kelayakan pemilik usaha. 

Berlandaskan Konsep Penandaan, tingkat kemampuan menghasilkan 

keuntungan dimana tinggi bermakna penanda baik dimana disampaikan pemilik 

usaha terhadap penanam modal terkait dari kesuksesan pengelola di dalam 

mengurus daya simpan pemilik usaha. Keterangan tersebut menaikkan memiliki 

rasa percaya penanam modal terhadap prospek pemilik usaha pada masa 

mendatang. Namun demikian, pemilik usaha dimana mempunyai tingkat 

keuntungan tinggi pula menghadapi kewajiban pajak dimana semakin besar. 

Keadaan tersebut memicu pengelola agar melaksanakan perancangan pajak agar 

memaksimalkan keutungan setelah pajak dimana sanggup dinikmati bagi pemilik 

modal. 

Dalam pandangan Konsep Pemangku Kepentingan, pemilik usaha mesti 
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mampu menyepadankan kepentingan bermacam pihak dimana mempunyai 

kepentingan, terhitung pemilik modal serta penguasa. Sebuah suatu upaya dimana 

kerap dilaksanakan pemilik usaha bermakna menerapkan taktik perancangan pajak 

melalui penghindaran pajak dimana masih berada di dalam batas susunan 

perpajakan. Melalui taktik tersebut, pemilik usaha berupaya menaikkan hematnya 

bayar pajak agar keutungan murni serta aliran kas setelah pajak sanggup 

dinaikkan tanpa melanggar ketetapan dimana berlaku. 

   Terhadap jalinan tersebut, Penghindaran Pajak bertugas menjadi 

indikator perantara dimana menerangkan bagaimana kemampuan menghasilkan 

keuntungan sanggup memengaruhi kelayakan pemilik usaha. Pemilik usaha 

dimana mempunyai tingkat kemampuan menghasilkan keuntungan tinggi 

cenderung mempunyai daya simpan, kesanggupan, serta dorongan dimana 

semakin besar agar melaksanakan perancangan pajak melalui berdaya guna. 

Kebiasaan penghindaran pajak dimana dilaksanakan melalui terkendali bakalan 

menghasilkan penghematan pajak dimana menaikkan keutungan setelah pajak 

serta aliran kas pemilik usaha. Kenaikan keutungan serta aliran kas tersebut 

berikutnya sanggup memanfaatkan agar mendanai penanaman modal, membayar 

bagian keuntungan, mengokohkan susunan modal, pula menyokong penumbuhan 

pemilik usaha. Keadaan inilah dimana kemudian menaikkan pandangan baik 

penanam modal serta memicu kenaikan kelayakan pemilik usaha. Bersama 

demikian, akibat kemampuan menghasilkan keuntungan kepada kelayakan 

pemilik usaha bukan cuma terlaksana melalui langsung melalui kenaikan 

performa memiliki duit pemilik usaha, pula tetapi pula melalui bukan langsung 

melalui penghindaran pajak. Semakin tinggi kemampuan menghasilkan 

keuntungan pemilik usaha, semakin besar kesempatan pemilik usaha 
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melaksanakan hematnya pajak dimana pada pemungkasnya menyumbang kepada 

kenaikan kelayakan pemilik usaha. Maka dari itu, Penghindaran Pajak menjadi 

alur penting dimana menjembatani jalinan di antara kemampuan menghasilkan 

keuntungan serta kelayakan pemilik usaha. 

   Pengkaji Desai serta Dharmapala (2009) memperlihatkan bahwasanya 

penghindaran pajak sanggup menaikkan kelayakan pemilik usaha melalui 

kenaikan aliran kas serta hematnya pajak. Penemuan tersebut disokong bagi Sidiq 

serta Hartono (2022) pula Margono serta Badri (2023) dimana mendapati 

bahwasanya pemilik usaha bersama tingkat penghindaran pajak dimana semakin 

tinggi cenderung mempunyai kelayakan pemilik usaha dimana semakin tinggi. 

Jawaban pengkaji tersebut memberi penanda bahwasanya penghindaran pajak 

sanggup menjadi rute dimana menerangkan bagaimana kesanggupan pemilik 

usaha di dalam mencetak keutungan diterjemahkan menjadi kenaikan kelayakan 

pemilik usaha. Berlandaskan penjabaran teoretis serta jawaban pengkaji terdahulu 

tersebut, maka dugaan sementara dimana disodorkan di dalam pengkaji tersebut 

bermakna diantaranya yakni: 

 H5: Tax Avoidance memediasi pengaruh Profitability terhadap Firm Value. 

2.3.6. Pengaruh Mediasi Tax Avoidance Terhadap Firm Size dengan Firm 

Value  

Ukuran Pemilik Usaha menggambarkan besar kecilnya pemilik usaha 

dimana umumnya diukur berlandaskan jumlah modal, jumlah jualan, atau 

kapitalisasi tempat jual beli. Pemilik usaha bersama ukuran dimana semakin besar 

umumnya mempunyai daya simpan dimana semakin cukup, kegiatan operasional 

dimana semakin rumit, pula jalan masuk dimana semakin meluasnya terhadap 

sumber pendanaan. Keadaan tersebut memungkinan pemilik usaha agar 

menaikkan hematnya operasional, mengokohkan kedudukan bersaing, serta 
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mencetak kelayakan dimana semakin besar bagi pemilik modal. Maka dari itu, 

pemilik usaha berukuran besar kerap kali dinilai mempunyai prospek dimana 

semakin baik disandingkan pemilik usaha berukuran kecil. Berlandaskan Konsep 

Penandaan, ukuran pemilik usaha sanggup menjadi penanda baik bagi penanam 

modal terkait dari kemantapan serta kelangsungan upaya pemilik usaha. Pemilik 

usaha besar cenderung mempunyai tingkat keterbukaan dimana semakin tinggi, 

jalan masuk keterangan dimana semakin meluasnya, pula kesanggupan dimana 

semakin baik di dalam menghadapi ketidakpastian dunia keuangan. Penanda 

tersebut menaikkan memiliki rasa percaya penanam modal terhadap prospek 

pemilik usaha agar berpeluang menaikkan kelayakan pemilik usaha. 

Dalam pandangan Konsep Pemangku Kepentingan, pemilik usaha besar 

mempunyai kewajiban dimana semakin besar terhadap bermacam pemangku 

kepentingan, terhitung penguasa, penanam modal, pemberi utang, serta warga. 

Sejalan bersama meningkatnya skala kerja, pemilik usaha pula menghadapi 

kewajiban pajak dimana semakin besar. Keadaan tersebut memicu pemilik usaha 

agar melaksanakan perancangan pajak agar mengurus beban pajak melalui 

semakin hemat. Disandingkan pemilik usaha kecil, pemilik usaha besar umumnya 

mempunyai daya simpan, keahlian, serta keluwesan dimana semakin tinggi di 

dalam memanfaatkan bermacam haluan perpajakan dimana diizinkan bagi 

susunan agar melaksanakan penghindaran pajak. 

Penghindaran Pajak bertugas menjadi indikator perantara dimana 

menerangkan bagaimana ukuran pemilik usaha sanggup memengaruhi kelayakan 

pemilik usaha. Pemilik usaha dimana mempunyai ukuran semakin besar 

cenderung mempunyai kesanggupan dimana semakin baik di dalam melaksanakan 

taktik perancangan pajak dimana berdaya guna. Hematnya pajak dimana diraih 
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melalui penghindaran pajak sanggup menaikkan keutungan setelah pajak serta 

aliran kas pemilik usaha. Kenaikan keutungan serta aliran kas tersebut berikutnya 

sanggup dimanfaatkan agar meluasnya penanaman modal, menaikkan performa 

operasional, mengokohkan susunan memiliki duit, pula menaikkan kemakmuran 

pemilik modal. Keadaan tersebut pada pemungkasnya bakalan menaikkan 

pandangan baik penanam modal serta berdampak terhadap kenaikan kelayakan 

pemilik usaha. 

Melalui sudut pandang Konsep Keabsahan, pemilik usaha besar pula 

menghadapi dorongan dimana semakin besar melalui warga serta pengatur agar 

menjalankan kebiasaan usaha perbisnisan dimana seirama bersama patokan serta 

harapan masyarakat. Maka dari itu, kendati mempunyai kesanggupan dimana 

semakin besar agar melaksanakan penghindaran pajak, pemilik usaha tetap mesti 

menjaga agar kebiasaan tersebut berada di dalam garis kewajaran serta bukan 

memicu ancaman reputasi maupun ancaman hukum. Penghindaran pajak dimana 

dilaksanakan melalui terkendali sanggup dinilai menjadi bentuk hematnya pemilik 

usaha, sedangkan kebiasaan dimana terlampau tajam justru sanggup menurunkan 

memiliki rasa percaya penanam modal serta merugikan kelayakan pemilik usaha. 

Pengkaji Ardiansyah serta Zulaikha (2014) memperlihatkan bahwasanya 

pemilik usaha berukuran besar mempunyai kesempatan dimana semakin besar 

agar melaksanakan perancangan pajak melalui berdaya guna disandingkan 

pemilik usaha kecil. Pula dari tersebut, pengkaji Sidiq serta Hartono (2022) pula 

Margono serta Badri (2023) mendapati bahwasanya penghindaran pajak sanggup 

menaikkan kelayakan pemilik usaha melalui hematnya pajak serta kenaikan aliran 

kas.  
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FIRM SIZE ( X3) 

FIRM VALUE 

( Y ) 
PROFITABILITY 

( X2) 

CSR (X1) 

 

TAX AVOIDANCE (Z) 

Penemuan tersebut memberi penanda bahwasanya Penghindaran Pajak 

sanggup menjadi alur dimana menerangkan bagaimana keunggulan daya simpan 

serta skala pemilik usaha diterjemahkan menjadi kenaikan Kelayakan Pemilik 

Usaha. Bersama demikian, akibat Ukuran Pemilik Usaha kepada Kelayakan 

Pemilik Usaha bukan cuma terlaksana melalui langsung, pula tetapi pula melalui 

bukan langsung melalui Penghindaran Pajak. Semakin besar ukuran pemilik 

usaha, semakin besar pula kesanggupan pemilik usaha di dalam melaksanakan 

perancangan pajak dimana berdaya guna, dimana pada pemungkasnya sanggup 

menaikkan kelayakan pemilik usaha. Berlandaskan penjabaran teoretis serta 

jawaban pengkaji terdahulu tersebut, maka dugaan sementara dimana disodorkan 

di dalam pengkaji tersebut bermakna diantaranya yakni: 

H6: Tax Avoidance memediasi pengaruh Firm Size terhadap Firm Value. 

 

2.4. Pengembangan Kerangka Konseptual 
 

 
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
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